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ABSTRAK 

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Sempadan 
Pantai Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew Terhadap Privatisasi di 
Kabupaten Raja Ampat”, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penyebab 
privatisasi sempadan Pantai oleh industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat dan 
penyelesaian sengketa hak atas sempadan pantai Masyarakat Hukum Adat suku 
Biak Betew dengan industri pariwisata yang belum terdapat kesepakatan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum normatif, dengan 
pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan 
wawancara. Analisis data terhadap bahan hukum dilakukan secara deskripsi, 
sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai peraturan perundang-undangan, 
dibandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta diuji dengan teori. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi sempadan pantai dilakukan 
oleh PT Scubaqueando Raja Ampat (Wai Resort). Bentuk privatisasi berupa 
larangan bagi masyarakat hukum adat untuk memasuki kawasan sempadan pantai 
yang berada sekitar resort. Akibatnya, masyarakat tidak  bisa mengakses sempadan 
pantai untuk berbagai keperluan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sengketa yang berkepanjangan disebabkan oleh pihak resort tetap beranggapan 
bahwa telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Selain itu, sengketa juga 
belum diselesaikan dengan baik dikarenakan sampai dengan saat ini pihak resort 
belum memenuhi hak masyarakat adat untuk dapat melaksanakan aktivitas di 
sempadan pantai. 

Kata kunci: penyelesaian sengketa; sempadan pantai; masyarakat hukum adat; 
privatisasi industri pariwisata; Suku Biak Betew. 
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ABSTRACT 

The research, entitled “Resolution of Disputes over Coastal Land Rights of 
the Biak Betew Customary Law Community Regarding Privatisation in Raja Ampat 
Regency”, aims to identify and examine the causes of coastal strip privatisation by 
the tourism industry in Raja Ampat Regency and the resolution of disputes over 
coastal strip rights between the Biak Betew Indigenous Community and the tourism 
industry, where no agreement has yet been reached. 

The type of research employed is normative legal research, using a 
legislative and legal-historical approach. This study utilised secondary data. Data 
collection was conducted through literature review and interviews. Data analysis 
of the legal materials was carried out through description, systematisation, 
analysis, interpretation and evaluation of legislation, compared with various legal 
opinions and tested against theory. 

The research results indicate that the privatisation of the coastal zone was 
carried out by PT Scubaqueando Raja Ampat (Wai Resort). This privatisation took 
the form of a ban on the indigenous community entering the coastal zone 
surrounding the resort. Consequently, the community is unable to access the coastal 
zone for various purposes. Furthermore, the research findings indicate that the 
protracted dispute is caused by the resort’s insistence that it has fulfilled its 
obligations and responsibilities. Additionally, the dispute remains unresolved 
because, to date, the resort has failed to uphold the indigenous community’s right 
to carry out activities within the coastal zone. 

Keywords: dispute resolution; coastal boundaries; customary law communities; 
privatisation of the tourism industry; Biak Betew tribe. 
 

 

 

 


